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Latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesisini bermula dari fakta yang ada bahwa sebelum
undang-undang fidusia dinyatakan berlaku, cara pembebanan/pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan
dengan akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah
bahwa undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF) telah menetapkan secara imperatif
mengenai cara dan bentuk pembebanan/pengikatannya, yaitu akta jaminan fidusia harus dibuat dengan "akta
notaris' dan dalam "bahasa Indonesia" sertadi daftarkan di "Kantor Pendaftaran Fidusia'. Fungsi akta
notaris dalam jaminan fidusia bukan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan merupakan "syarat esensial”
untuk "sah" nyajaminan fidusia.

Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu disamping menelaah data
sekunder berupa bahan pustaka yang mencakup bahan primer, juga didukung data primer hasil wawancara
penulis dengan nara sumber terkait yaitu 3 (tiga) Notaris/PPAT masing-masing di Jakarta, Bekasi dan
Bandung, serta 1 (satu) Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di Bandung dan beberapa pegawai P.T. Bank
NegaraIndonesia (Persero) Tbk padaDivis terkait.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Fidusia bertentangan dengan asas
hukum kebendaan, sedangkan bila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, suatu pembebanan/pengikatan
jaminan fidusia yang aktanya dibuat di bawah tangan maupun berupa akta notaris tetapi tidak di daftarkan
ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka atas kedua jenis perjanjian seperti itu hanya mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang membuat perjanjian, namun tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga dan tidak memiliki daya perlindungan hukum dalam upaya
eksekusinya, karena cara pembebanan/pengikatan seperti itu bukan merupakan hak agunan atas kebendaan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang fidusia (UUF).
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